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RINGKASAN

Inneke Grandistia, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April
2016, IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP
PENDAFTARAN AKTA KELAHIRAN (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG DAN DESA DARUREJO),
Djumikasih, Shinta Hadiyantina

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pendaftaran kelahiran
yang wajib dilakukan oleh setiap orang karena akta kelahiran sangatlah penting bagi
seseorang guna mendapatkan pengakuan bahwa seseorang tersebut adalah warga
Negara Republik Indonesia, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta akta
kelahiran merupakan akta autentik yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan
seseorang dengan keluarganya. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini
mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pendaftaran
Akta Kelahiran di Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang . (2) Apa
faktor penyebab masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang
tidak mengurus akta kelahiran menurut pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan. (3) Bagaimana upaya Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk menangani masalah pendaftaran akta
kelahiran. Penelitian yang penulis teliti ini merupakan penelitian yuridis empiris
dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan teknik dengan cara purposive sampling dan simple random sampling.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas
permasalahan yang ada bahwa Pelaksanaan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan belum dapat dilaksanakan dengan baik karena
masih banyaknya masyarakat Kabupaten Jombang khususnya Desa Darurejo
Kecamatan Plandaan yang tidak memiliki akta kelahiran. Faktor yang menyebabkan
masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang tidak mengurus
akta kelahiran adalah faktor yang berasal dari subtansi peraturan perundang-
undangan, struktur dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jombang serta faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang tidak memiliki
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rasa tertib administrasi dan kesadaran hukum. Upaya yang dilakukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menangani masalah pendaftaran akta
kelahiran dirasa sudah cukup baik karena dalam melakukan upayanya terbukti respon
masyrakat dalam sosialisasi dan layanan jemput bola tersebut telah berhasil
dilaksanakan.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perlu adanya pengkajian ulang
mengenai saksi dalam kelahiran serta adanya sanksi jika tidak mengurus akta
kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebaiknya
melakukan pelayanan jemput bola setiap 6 (enam) bulan sekali. Sebagai tokoh yang
dekat dengan masyarakat maka Kepala Desa/Lurah Desa Darurejo Kecamatan
Plandaan mendorong masyarakat untuk segera melaporkan kelahiran. Masyarakat
diharapkan menyadari betapa pentingnya akta kelahiran dan mempunyai rasa tertib
administrasi serta kesadaran hukum.
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SUMMARY

Inneke Grandistia, Civil Law, Faculty of Law, Brawijaya University, April 2016,
THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN LAW NUMBER 24 OF 2013
ARTICLE 27 SECTION (1) ON AMANDMENT OF INDONESIAN LAW
NUMBER 13 OF 2006 ON CIVIL ADMINISTRATION OF BIRTH CERTIFICATE
REGISTRATION (STUDY IN DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL
REGISTRATION OF JOMBANG REGENCY AND DARUREJO VILLAGE),
Djumikasih, Shinta Hadiyantina.

In this thesis, the researcher upholds the concerns of mandatory birth registration by
each person due to the fact that birth is very important for a person in order to get the
acknowledgement that the person is the citizen of Republic of Indonesia, guarantee,
protection and security of law, and that birth certificate is an authentic certificate that
becomes the proof of one's identity, his or her relation with his or her family. Based
on the matters mentioned formerly, the paper upholds the following concerns: (1)
How is the implementation of Indonesian Law Number 24 of 2013 Article 27 Section
(1) on Amandment of Indonesian Law Number 13 of 2006 on Civil Administration of
Birth Certificate Registration in Darurejo village, Plandaan district, Jombang
Regency. (2) What are the factors causing the people of Darurejo village, Plandaan
district, Jombang Regency not to registrate for the birth of certificate as regulated in
Indonesian Law Number 24 of 2013 Article 27 Section (1) on Amandment of
Indonesian Law Number 23 of 2006 on Civil Administration. (3) What are the efforts
done by the Department of Population and Civil Registration of Jombang Regency in
order to overcome the problems of birth certificate registration. The study is an
empirical juridical research with the method of sociological juridical approach. In this
research, the researcher employs purposive sampling and simple random sampling
techniques.

From the result of the research with the mentioned methods, the researcher obtains
the answer for the existing problems that the implementation of Indonesian Law
Number 24 of 2013 Article 27 Section (1) on Amandment of Indonesian Law
Number 13 of 2006 on Civil Administration has not been executed well due to the
large number of the people of Jombang Regency, particularly of Darurejo Village in
Plandaan District, who do not possess birth certificates. The factors causing the
people of Darurejo Village Plandaan District Jombang Regency not to registrate for
the birth certificate come from the substances of rule of law, structure and
performance of Department of Population and Civil Registration of Jombang
Regency, and the factors from the people themselves who are not obedient to the
administration regulation and awareness towards the law. The efforts done by
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Department of Population and Civil Registration in handling the problems of birth
certificate registration are reviewed to be adequately well because in doing the
efforts, the responses from the society in socialization and proactive service are
positive.

In the provision of the rule of law, review is needed regarding the sanction in birth
and the presence of sanction if birth certificate is not arranged. Department of
Population and Civil Administration of Jombang Regency had better conduct
proactive socialization for at least once in 6 (six) months. As the figure who is close
to the people, then the Head of Village of Darurejo, Plandaan District, is expected to
be aware about the importance of birth certificate and has the obedience towards the
administration regulation and the awareness of law.

Xi
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Peristiwa kependudukan dalam masyarakat merupakan bukti bahwa hukum
sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan suasana
yang tertib, damai serta meminimalisir adanya perbuatan melawan hukum atau
menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat. Peristiwa
kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena membawa akibat
terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk
dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang,
perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap." Kejadian
yang dialami penduduk yang harus dilaporkan seperti kelahiran, kematian, lahir
mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, atau perubahan

status kewarganegaraan.

Pembuatan akta kelahiran harus berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1), 28D yaitu setiap orang
berhak atas pengakuan bahwa seseorang tersebut adalah warga Negara Indonesia

dengan adanya akta kelahiran.? Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum jika

! Lihat Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
5475)

2 Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

=
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bantuan hukum yang mengatas namakan Instansi Negara.?

Pelaporan seperti kelahiran akan mendapatkan akta kelahiran, pelaporan
peristiwva kematian akan mendapatkan akta kematian, pelaporan peristiwa
perkawinan akan mendapat akta perkawinan, dan lain-lain. Pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukanmenyebutkan bahwa :

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi
Pelaksanaan setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran’**

Akta kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu perangkat pemerintah
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan
pelayanan yaitu Pejabat Pencatatan Sipil yang melakukan pencatatan peristiwa
penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam urusan
administrasi kependudukan terutama dalam pencatatan dan/atau penerbitan akta
kelahiran.” Kelahiran dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil yang terdapat pada setiap Kabupaten/Kota. Dalam perkembangan aktivitas

masyarakat pada masa sekarang ini, kebutuhan akta kelahiran sangat penting

® Lihat Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

* Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5475)

> Lihat Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5475)
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pribadi atau status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh

masyarakat.

Akta kelahiran sangat penting, karena dengan akta kelahiran penduduk akan
memperoleh dokumen kependudukan yang dapat menjadi bukti yang sempurna
sebagai sebuah akta autentik, yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan
seseorang dengan keluarganya yang akan memiliki rentetan akibat hukum' baik

tanggungjawab perdata orang tua kepada anak, maupun hak waris seseorang.

Akta kelahiran harus memuat kutipan akta pencatatan sipil yang disebutkan
pada pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan. antara lain® :

a. jenis Peristiwa Penting;

b. NIK dan status kewarganegaraan;

c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;

d. tempat dan tanggal peristiwa;

e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;

f.  nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan

g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam

Register Akta Pencatatan Sipil.

=

® Lihat Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5475)
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Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat, karena
kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat. Dalam arti masyarakat tidak
mengerti akibat hukum apa yang diterima jika seseorang tidak memiliki akta
kelahiran dan tidak adanya kesadaran untuk tertib administrasi guna mendapat
pengakuan dari negara. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil prasurvey pada hari
Jumat, 13 November 2015 pukul 10.00 WIB di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang oleh Bapak Gatut Wijaya yang menjabat
sebagai Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyebutkan
bahwa Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang merupakan salah
satu desa di Kabupaten Jombang yang banyak masyarakatnya tidak memiliki akta
kelahiran. Sehingga pada Kabupaten Jombang khususnya pada Desa Darurejo
Kecamatan Plandaan ini perlu adanya penelitian mengenai kepemilikan akta
kelahiran yang harus dimiliki oleh masing-masing individu tanpa terkecuali agar
tercipta tertib administrasi dan setiap individu mendapat pengakuan dan jaminan
hukum yang diberikan oleh Negara.

Faktor apa saja yang menjadi alasan masyarakat Desa Darurejo Kecamatan
Plandaan Kabupaten Jombang tidak mengurus akta kelahiran. Penulis juga ingin
mengetahui bagaimana upaya pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam menangani

masalah masyarakat yang tidak mendaftarkan kelahirannya sesuai dengan
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Tabel 1.1
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No | Tahun Nama Peneliti Judul Penelitian | Rumusan Masalah
Penelitian | dan
Asal Instansi
1. | 2014 Devi Novita | Akibat Putusan | 1. Bagaimana akibat
Sari; Mahkamah Putusan Mahkamah
Konstitusi Konstitusi Nomor
Fakultas Hukum | Nomor 18/PUU- 18/PUU-XI1/2013
Universitas X1/2013 terhadap pelayanan
Brawijaya Terhadap akta kelahiran
Pelayanan Akta terlambat  melampaui

Kelahiran batas 60 (enam puluh)
Terlambat hari sampai dengan 1
Melampaui (satu) tahun dan lebih
Batas 60 (Enam dari 1 (satu) tahun di
Puluh) Hari Dinas  Kependudukan
Sampai - Dengan dan Pencatatan Sipil

1 (Satu) Tahun
Dan Lebih Dari
1 (Satu) Tahun
(Studi Di Dinas
Kependudukan

dan Pencatatan

Kota Malang?

. Apa saja hambatan

yang dihadapi oleh
Dinas  Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Kota Malang dalam
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Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor
18/PUU-X1/2013 serta
upaya dalam mengatasi
hambatan tersebut?

2. | 2010 Mega Rahma | Kinerja  Dinas | 1. Bagaimana Kinerja
Putri; Kependudukan Dinas = Kependudukan
Universitas dan  Pencatatan dan Pencatatan  Sipil
Sebelas  Maret | Sipil Dalam dalam memberikan
Surakarta Pelayanan pelayanan pembuatan

Pembuatan Akta akta kelahiran?
Kelahiran Di
Surakarta

Berdasarkan uraian pada tabel penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan
penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dalam penelitian sebelumnya
penulis mengangkat mengenai akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XI1/2013 terhadap pelayanan akta yang melebihi jangka waktu
pengurusan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
pembuatan akta kelahiran. Dalam hal ini penulis ingin menunjukan bahwa

penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Peneliti  bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan
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masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kaupaten Jombang tidak
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masalah pendaftaran kelahiran. Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan

_=
o
(g~

——
.
o —
—
o

—
L * e ]
o
e
(=5
-

judul “IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN TERHADAP PENDAFTARAN KELAHIRAN

(Studi Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang Dan

Desa Darurejo)”
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B. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana implementasi pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pendaftaran Kelahiran di
Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang?

Apa faktor penyebab masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan
Kabupaten Jombang tidak mengurus akta kelahiran menurut pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ?
Bagaimana upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jombang untuk menangani masalah pendaftaran kelahiran?

C. Tujuan Penelitian

a)

b)

Untuk menganalisis implementasi atau penerapan pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap
pendaftaran kelahiran di Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten
Jombang.

Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan
masyarakat Desa Darurejo tidak megurus akta kelahiran yang diwajibkan
menurut pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan.



¢) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam menangani masalah

pendaftarankelahiran.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah :

1. Manfaat Teoritis :

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan sebuah ilmu,
pemikiran, gagasan dan informasi tentang perlunya pendaftaran kelahiran

yang penting untuk mendapatkan kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Agar masyarakat memahami pentingnya akta kelahiran untuk

kelangsungan hidup pada masa sekarang ini.

b) Bagi Pemerintah

Agar pemerintah dapat melakukan upaya untuk mengatasi jumlah
masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran dan mempunyai program

pengadaan akta kelahiran gratis bagi yang tidak memiliki akta kelahiran.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

=

Sebagai sumber informasi atau gagasan untuk memberikan gambaran

yang lebih jelas yang ingin melakukan penelitian yang serupa.
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E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan sebagaimana setiap penulis yang bersifat ilmiah
maka dalam penulisan ini, penulis membagi ke dalam lima bab yang masing-

masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab.

1. BABI|:PENDAHULUAN

Bab | ini ada pembagian dalam beberapa sub bab, diantaranya adalah Latar
Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan

Sistematika Penulisan.

2. BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Bab 1l berisi tentang Tinjauan Pustaka yang akan digunakan untuk
menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat oleh penulis.
Tinjauan Pustaka ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang Implementasi,
Administrasi Kependudukan, Akta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil.

3. BAB Il : METODE PENELITIAN

Bab I berisi mengenai metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian dam
alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, populasi, sempel dan

responden, teknik pengumpulan data, dan definisi operasional.
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4. BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV membahas mengenai apa faktor penyebab masyarakat Desa Darurejo
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Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang tidak mengurus akta kelahiran dan
bagaimana upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jombang dalam menangani masalah masih banyaknya penduduk pada Desa

Darurejo yang tidak memiliki akta kelahiran.

5. BAB V : PENUTUP

BAB V berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah dijelaskan dari
bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga akan diungkapkan saran-saran

sehubungan dengan pembahasan penulis.

BRAWIJAYA
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A. Tinjauan Umum Tentang Teori Implementasi

Teori Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi dapat diartikan
sebagai pelaksanaan atau penerapan.” Artinya adalah implementasi
pelaksanaan dari peraturan yang sesuai perundang-undangan yang
dilaksanakan harus dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan dalam
penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kamus Webster
implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu,
menimbulkan dampak dan akibat sesuatu (to prodive the means off carrying

out, to give practicial effect to)®

Teori George C. Edward

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :°

1) Komunikasi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, yang dimana
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

kelompok sasaran, sehingga akan mengurani distorsi implementasi.

" Sulchan Yasin, Kamus Besar Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata
Baru, Surabaya: Amanah, 1998, him 327.

& Sholichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara,
Jakarta: Bumi Aksara, 1997, him 64.

° Subarsono, Anallisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2005, him 67.
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2) Sumberdaya, implementor harus memiliki sumberdaya untuk
melaksanakan implementasi agar berjalan secara efektif. Sumber daya
tersebut dapat berupa sumber daya manusia yang dapat menjadi
implementor dan sumber daya finansial.

3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan
oleh pembuat kebijakan.

4) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen kerja dalam
organisasi yang menunjukan adanya pembagian kerja serta adanya
kejelasan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda dapat

diintegrasikan.

Dengan adanya uraian diatas, maka untuk mencapai keberhasilan dalam

pelaksanaaan kebijakan ada tiga kegiatan pokok yang penting, yaitu :*
a. Interpretation

Berusaha untuk mengatur apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijaksanaan

dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan.

10 'H. Soekarno SD, Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan
Pemerintah, Alrlangga University Press, Surabaya, 2000, him 180.
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b. Organization

Dimaksudkan sebagai pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta
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metode-metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan
guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijakan itu.

c. Application

Diartikan sebagai penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan

melakukan kegiatan untuk terealisasinya tujuan kebijaksanaan itu.

Maka implementasi dapat disimpulkan bahwa tindakan pihak-pihak pembuat
peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu - tujuan tertentu untuk
menciptakan perubahan besar ataupun kecil. Implementasi juga suatu
pelaksanaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan norma

yang berlaku dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Administrasi Kependudukan

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan menjelaskan arti administrasi kependudukan

adalah;:

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan
melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan

BRAWIJAYA
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untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain.
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Menurut Handayaningrat Administrasi secara sempit berasal dari kata
“administratie” yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat menyurat,
pembukuan ringan, pengetikan, agenda yang bersifat ketatausahaan.
Sedangkan menurut Ulbert Silalahi dalam bukunya yang berjudul studi

tentang ilmu administrasi, pengertian administrasi adalah :

Merupakan penyususnan, pencatatan dan informasi secara sistematis
dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan
memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya
satu sama lain.**

2. Dasar Hukum Administrasi Kependudukan

Aturan hukum yang mendasari adanya pelaksanaan pendaftaran
kelahiran yang di laksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan merupakan hal
penting dalam pencatatan peristiwa hukum, sehingga berperan penting dalam
kehidupan bermasyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. Secara
signifikan perubaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

=

1 Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1989, him
34.
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2006 Tentang Administrasi Kependudukan, hal ini diubah karena pencatatan
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akta kelahiran yang terlambat dicatatkan harus mengajukan permohonan di
Pengadilan Negeri untuk mendapatkan akta kelahiran. Maka dengan adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 ketentuan pasal
yang mengatur tentang keterlambatan pengurusan akta melebihi satu tahun

harus dengan Putusan Pengadilan dihapuskan.

Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan, peraturan pemerintah ini digunakan = untuk
prosedur pelaksanaan administrasi kependudukan. Bagaimana cara
pelaksanaan administrasi kependudukan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam
melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan. Sebgaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
digunakan untuk mengetahui tata cara dan persyaratan apa saja yang

dibutuhkan untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

3. Pengertian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini sebenarnya merupakan

kelanjutan dari lembaga catatan sipil pada zaman Belanda yang dikenal
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dengan “Burgelijke Stand” atau yang dikenal dengan B.S yang berarti suatu
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lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan

L
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guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi Negara, seperti
kelahiran, kematian, perkawinan.** Maka dari itu, peristiwa hukum sangatllah
penting untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
karena untuk memberikan kepastian hukum dan membuat catatan atas
peristiwa hukum yang terjadi. Semua peristiwa hukum tersebut dibukukan
secara terbuka, orang lain yang berkepentingan dapat mengetahui dan
memperoleh informasi serta kepastian tentang kelahiran, kematian,
perkawinan, perceraian, sah tidaknya pengakuan anak.

4. Dasar Hukum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada tanggal 25 Februari 1983 dikeluarkan Keputusan Presiden
Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Pengangkatan Pembinaan
Penyelenggaraan Catatan Sipil yang menyatakan bahwa Menteri Dalam
Negeri mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pencatatan sipil
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tindak
lanjut, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai tugas dan wewenang Wakil
Kepala Daerah, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) yang salah satunya adalah membentuk peraturan daerah yang dibahas

dengan kepala daerah untuk mendapatkan keputusan bersama.’* Kepala

=

2 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Op,. Cit, him 22.

3 Lihat pasal 42 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657)
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Daerah  dapat membuat peraturan daerah mengenai administrasi
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kependudukan yang sesuai dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat
mengenai pendaftaran kependudukan, agar terciptanya keseimbangan antara
budaya yang ada dalam masyarakat dengan hukum yang berlaku dalam

masyarakat.

5. Tugas dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah
membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah

Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai fungsi'* :

a. Penyusunan pedoman pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi
kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengkoordinasian penyelenggaraan adminitrasi kependudukan yang terdiri
dari kegiatan penataan, penertiban dan data kependudukan,

c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil.

d. Pelaksanaan pembinaan dan sosiliasi penyelenggaraan administrasi
kependudukan.

e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berkala kabupaten

f. Pengkoordinasia ~ pengawasan atas  penyelenggaraan administrasi
kependudukan.

g. Penyususnan program dan kebijakan bidang administrasi kependudukan

=

' Rencana Stretegis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang
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h. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan rumah tangga.

i. Pelaksanaan upaya-upaya peningkatan PAD.
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J.  Pemberian persetujuan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu
yang diberikan oleh Undang Undang.
k. Pengesahan (legalisisr) data kependudukan.

I.  Pengesahan (legalisir) akte-akte catatan sipil.

6. Produk Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a. Akta Kelahiran
1) Pengertian Akta

Istilah akta yang dalam bahasa Belanda disebut “acte” dalam bahasa
Inggris disebut “act”/*“deed” menurut pendapat umum mempunyai dua arti,

yaitu :

a) Perbuatan atau perbuatan hukum
b) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai untuk digunakan sebagai
perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditujukan

kepada pembuktian tertentu.™
Pengertian Akta menurut pasal 165 Staatslad tahun 1941 Nomor 84 adalah:

surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang
berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua
belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya
sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam

=

> Victor M Situmorang dan Cormentyna, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta, 1991, him 50.
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surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal
pada akta itu.
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Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Subido, kata akta berasal dari kata
“acta” yang merupakan bentuk jamak dari kata “actum”, yang berasal dari
bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.’® Menurut Sudikno
Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat
peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan,
yang dibuat sejak semula dengaan sengaja untuk pembuktian.'” Secara
etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata *“akta” berasal dari bahasa
latin “acta” yang berarti “geschrift” atau surat.'® A. Pitlo, yang dikutip
Suharjono mengemukakan bahwa akta adalah suatu surat yang
ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk

dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.*

Akta kelahiran adalah surat keterangan yang dikeluarkan dan disahkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pencatatan dan
pendaftaran kelahiran baik bagi warga Negara Indonesia asli, warga

Indonesia keturunan maupun warga Negara Indonesia asing.?

18'R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, him 9.

7 'Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981, him 110.

'8 Suharjono, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123,
Desember, 1995, him 128.

9" Suharjono, Op. Cit, him 37.

2 Rani Pratiwi Deasanti, Pelayanan Prima dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Malang, 2010, him 20.
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2) Macam Akta
Terdapat 2 macam akta, yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan® :
a) Akta Autentik

Berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah
suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang
menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta
tersebut di tempat dimana akta itu dibuat. Pejabat umum yang

dimaksudkan itu adalah notaries, hakim, pegawai catatan sipil.?

b) Akta Dibawah Tangan

Akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat
umum, yang mana akta itu dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak
yang bersepakat dalam melakukan sebuah perjanjian atau antar pihak-pihak

yang berkepentingan saja.?

3) Fungsi Akta

Akta memiliki fungsi yang dikaji dalam hukum perdata, yaitu :
a) Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum

Suatu akta yang dimaksud mempunyai fungsi sebagai syarat untuk

menyatakan suatu perbuatan hukum adalah bahwa untuk lengkapnya suatu

2L H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Acara Islam dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2004, him 70.

%2 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermassa, Jakarta, 2001, him 178

2 H. Anshoruddin, Op. Cit., him 179.
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perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Jika tidak adanya suatu akta

dianggap perbuatan hukum tersebut tidak pernah terjadi dalam
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masyarakat.?*
b) Alat Pembuktian

Fungsi akta sebagai alat pembuktian adalah alat pembuktian yang kuat
yaitu bahwa dengan dibuatnya suatu akta maka perbuatan hukum tersebut
dapat dibuktikan. Sebaliknya, jika dengan tidak adanya pembuatan akta
maka berarti perbuatan hukum tidak dapat dibuktikan bahwa hal tersebut

benar-benar terjadi.

4) Pengertian Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah catatan atau akta otentik yang dibuat oleh pegawai
Kantor Catatan Sipil berupa catatan resmi tentang waktu dan tempat kelahiran
seseorang(bayi), nama bayi dan nama kedua orangtuanya secara lengkap dan
Jelas serta status kewarganegaraannya. Akta kelahiran berlaku seumur hidup

bagi pemegangnya serta memiliki kekutan pembuktian yang lengkap.”

5) Prosedur Memperoleh Akta Kelahiran

Cara yang dilakukan untuk memperoleh akta kelahiran adalah harus

mengikuti prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang

2+ sudikno Mertokusumo, Op., cit, him 51.
% Anto Yudi Setianto, Panduan Lengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen, Forum Sahabat;
2008, Jakarta him 5.
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berlaku dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa prosedur untuk membuat

akta kelahiran :
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a) Mengisi formulir pendaftaran.

b) Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang tua.

¢) Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) nama yang
dimasukkan akta harus sudah terdapat didalam Kartu Keluarga
(KK).

d) Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2(dua) orang
saksi dalam satu desa dengan orang tua.

e) Orang tua dan saksi harus sudah melakukan perekaman Elektronik
Kartu Tanda Penduduk (E-KTP).

f) Melampirkan surat keterangan kelahiran asli dari dokter atau bidan
rumah sakit atau puskesmas.

g) Melampirkan surat pernyataan pertolongan persalinan apabila yang
telah dewasa dan tidak mempunyai keterangan kelahiran dari
medis.

h). Melampirkan fotocopy ijazah bagi yang sudah mempunyai.

1) Melampirkan fotocopy akta nikah yang dilegalisir.

6) Akta Kelahiran Untuk Anak dalam Perkawinan Sah

Akta kelahiran perkawinan sah telah diatur dalam Peraturan Presiden

=

yang menyebutkan bahwa :
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a) Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat

Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan kepada
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Petugas Registrasi di kantor desa/kecamatan.

b) Formulir Surat Keterangan Kelahiran ditandatangani oleh pemohon
dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

c) Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat
Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksanaan untuk
diterbitkan kutipan Akta Kelahiran.

d) Dalam hal UPTD Instansi Pelaksanaan tidak ada, Kepala Desa/Lurah
menampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat
Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.

e) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi
Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan
Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala

Desa/Lurah atau pemohon.

7) Akta Kelahiran Untuk Anak Luar Kawin

Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan menurut pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak
yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan demikian anak tersebut tidak
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.ub.ac.id

memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.?® Oleh karena itu, akta kelahiran

L

repository

akan dicatatkan sebagai anak dari ibunya.

Pencatatan akta kelahiran untuk anak luar kawin menurut pasal 55
Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dilakukan
dengan cara mencatatkan nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan
kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu. Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-V111/2010 tanggal 13 Februari 2012 maka diakuinya anak
luar kawin sebagai anak sah yang dalam arti anak luar kawin akan memiliki
hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya berdasarkan ilmu

pengetahuan.
8) Akta Kelahiran Untuk Anak dalam Kawin Siri

Perkawinan Siri adalah perkawinan yang dirahasiakan, dengan tujuan
agar tidak diketahui orang lain.?” Perkawinan Siri juga dapat diartikan
perkawinan yang dilangsungkan di depan kiai atau pemuka agama
berdasarkan ketentuan hukum atau syariat islam tanpa dicatatkan di Dinas
Kependudukan dan Pencacatan Sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan

=

% jhat Pasal 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

27 Muhammad Saifullah, Mohammad Atrifin, Ahmad Izzuddin, Antara Nikah Siri dan Nikah Di
Bawah Tangan, Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga, Ull Press, Yogyakarta, 2005, him 45.
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yang dicatatkan dengan demikian perkawinan siri termasuk perkawinan yang
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tidak sah menurut Hukum Nasional karena tidak dicatatkan.

Akibatnya, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan siri ini status
hukumnya sama dengan anak luar kawin yakni hanya mempunyai hubungan
hukum dengan ibunya saja. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang
lahir dari perkwinan siri tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.
Sama halya dengan anak luar kawin, anak hasil perkawinan siri dicatatkan
dengan cara mencatatkan nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan
kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu menurut pasal 55 Peraturan
Presiden Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

b. Akta Kematian

Akta Kematian adalah catatan atau akta otentik yang dibuat oleh pegawai
Kantor Catatan Sipil berupa catatan resmi tentang waktu kematian seseorang
serta status kewarganegaraannya. Menurut pasal 44 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa :

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama
lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.?

% Lihat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5475)
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c. Akta Perkawinan

Akta Perkawinan adalah sebuah Buku Nikah yang memuat antara lain

sebagai berikut :

1) Nama, tempat dan tanggal lahir, Agama/Kepercayaan, Pekerjaan
dan Tempat Kediaman dari suami istri, Wali Nikah, Orang tua dari
suami istri, saksi-saksi, wakil/kuasa bila pekawinan melalui
seorang kuasa.

2) Surat-surat yang diperlukan seperti izin kawin, dispensasi kawin.

3) Kemudian akta perkawinan itu oleh pegawai pencatatan,
sedangkan helai kedua terkirim ke pengadilan yang daerah
hukumnya mewilayahi kantor pencatatan tersebut. Hal ini
memudahkan pemeriksaan pengadilan bila suatu hari terjadi talak

atau gugatan perceraian.?
d. Akta Cerai

Akta Cerai merupakan akta Otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan
sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai dapat diterbitkan jika
gugatan/permohonan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perkara perceraian dapat dikatakan

2 Moch. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (dikutip dari Pelaksanaan Undang-Undang
Pelaksanaan Perkawinan suatu tinjauan Administratif, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, him 181
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mengikat para pihak jika dalam waktu 14 hari para pihak tidak mengajukan

L

repository

banding.®

C. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum
Pengertian Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan M. Otto ialah kepastian hukum yang aturan hukumnya
jelas, konsisten dan mudah diperoleh, dan diterbitkan oleh Negara. Kepastian
hukum memiliki peran penting dalam system pemerintahan di Indonesia,
karena setiap peraturan yang diundangkan haruslah jelas. Jelas dalam arti tidak
menimbulkan keraguan atau makna ganda. Kepastian hukum merujuk pada
pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsekuen, dan kosisten dalam
pelaksanaannya dan tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya

subyektif.*

Kepastian hukum juga harus sesuai dengan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan bahwa :

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.

Hukum harus pasti dengan hal yang bersifat pasti, artinya dapat dijadikan

suatu kebenaran dalam mencapai tujuan hukum yang menuntut kesejahteraan

% pa-pangkajene.go.id (diakses pada hari Senin, 15 Februari 2016 pukul 07.55)
51 Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moelino dalam Sidharta, Moralitas Profesi Hukum Suatu
Tawaran Kerangka Berfikir, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, him 85.
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dan ketertiban masyarakat sebagai jaminan perlindungan hukum yang adil bagi

masyarakat.*?
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Gustav Radbruch mengemukakan 4(empat) hal mendasar yang berhubungan

dengan makna kepastian hukum:

a) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah

perundang-undangan.

b) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada

kenyataan.

c) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga
menghindari  kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah

dilaksanakan.

d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Gustav Radbruch menyimpulkan bahwa hukum positif yang mengatur
kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati

meskipun hukum positif tersebut kurang adil.

=

%2 Satjipto Raharjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006, him 135.

NIVERSITA

BRAWIJAYA




30

D. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum

Pengertian Teori Perlindungan Hukum
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Menurut SM.Amin ialah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri
dari norma, sanksi, dan tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam
pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.®® Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan berarti melindungi.

Perlindungan hukum pada hal ini dapat diartikan bahwa perlindungan
hukum sangat diperlukan untuk masyarakat agar kepentingannya tidak
terganggu, dan terciptanya tatanan masyarakat yang aman, dan tertib hukum.
Perlindungan hukum dapat diberikan kepada masyarakat agar terhindar dari

penyimpangan hukum yang seharusnya tidak terjadi dalam masyarakat.

=

% Muhammad Bakri, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Ikip Malang, 1995, him 11.
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METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai pelaporan akta kelahiran studi di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang ini merupakan jenis
penelitian yuridis empiris. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang
dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan hukum pada
masyarakat mengenai pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan terhadap pendaftaran kelahiran di Desa

Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.
B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,
atau sering disebut sebagai penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan
madzhab sociological jurisprudence.®® Penulis menggunakan pendekatan
yuridis sosiologis karena penelitian ini membahas tentang fakta-fakta yang
diperoleh secara langsung tentang ketaatan atau kesadaran hukum seseorang
untuk mencatatkan akta kelahiran menurutUndang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan.

=

% Fajar, Mukti, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Belajar, Yogyakarta,
2010, him. 19.
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C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di pilih oleh penulis adalah di Dinas
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Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dan Desa Darurejo
Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, karena menurut hasil prasurvey
dari 6293 jiwa 32% nya yang berarti £ 2013 jiwatidak memiliki akta kelahiran
khususnya pada Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.
Oleh karena itu penulis memilih lokasi di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Desa Darurejo Kecamtan Plandaan
Kabupaten Jombang untuk memperoleh data yang sesungguhnya dan benar

dan memilih responden untuk menjadi sumber data.
D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data dalam penelitian ini berupa :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati,
dan dicatat untuk pertama kalinya.*® Data primer dalam penelitian ini adalah
hasil wawancara dengan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jombang serta Lurah Desa Darurejo Kecamatan Plandaan

Kabupaten Jombang.

% Marzuki, Metodologi Riset, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, him 55.
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2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa bahan hukum yang meliputi peraturan
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perundang-undangan, buku-buku, berita terkait pada media elektronik maupun
media cetak, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen yang didapat

langsung dari lokasi yang dipilih oleh penulis.

b. Sumber data dalam penelitian ini berupa:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer didapatkan dari SekretariatDinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Jombang, Lurah Desa Darurejo Kecamatan Plandaan
Kabupaten Jombang dan masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan

Kabupaten Jombang.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang didapatkan berupa buku-buku, jurnal; hasil
penelitian serta data maupun dokumen yang didapat langsung dari lokasi
penelitian, dapat juga diperoleh melalui berita terkait baik dalam media cetak

maupun media elektronik.
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E. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

repository.ub

1) Teknik Pngumpulan Data Primer

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara langsung terhadap
responden. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara untuk memperoleh informasi terwawancara.*® Pendekatan
wawancara yang digunakan adalah dengan cara wawancara terpimpin
atau terarah.®’ Sehingga pewawancara dapat menanyakan apa saja

informasi yang dibutuhkan kepada terwawancara.
2) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi referensi
buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal-jurnal dan mencari

materi yang berhubungan dengan penelitian ini di internet.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil  Kabupetan Jombang yang akan melakukan upaya untuk

mengatasi bagaimana agar masyarakat pada masa sekarang ini

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2010,

him 155.
¥ Ronny Haninjito, Metodologi Pnelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999,

him 27.
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mempunyai akta kelahiran untuk memperoleh kepastian hukum dan
perlindungan hukum menurut pasal 27 ayat (1) dan 28 D Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Perangkat
Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang serta
masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang
yang akan memberikan keterangan mengapa masyarakat Desa tersebut
tidak melakukan pencatatan akta kelahiran yang telah diwajibkan
menurut pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan.

Sampel

Sampel adalah bagian yang mewakili populasi.Sampel dalam

penelitian ini adalah :

1. Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jombang yaitu Gatut Wijaya S.H, M.Hum.

2. Lurah Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang
yaitu Umar Wahyudi.

3. Penduduk Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten

Jombang.
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Dusun Tempel terdiri dari 4 orang yaitu:

Parman yang berusia 81 tahun

Supiatun yang berusia 45 tahun

Subut Winarman yang berusia 47 tahun

Seftian Budi Prayogo yang berusia 24 tahun

Dusun Kalirejoterdiri dari 4 orang yaitu:

Suyatno yang berusia 26 tahun

Ika Dwi Sriwahyuni yang berusia 29 tahun

Moh. Satya yang berusia 49 tahun

Marilah yang berusia 56 tahun

Dusun Klagen - terdiri dari 5 orang

Hasan Wibowo yang berusia 51 tahun

Yusub Efendi yang berusia 37 tahun

Sriatin yang berusia 41 tahun

Neisa Malayana yang berusia 22 tahun

Meyka Yusi yang berusia 20 tahun
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Dusun Ngulaan terdiri dari 6 orang yaitu:

Yayuk Sri Wahyuni yang berusia 44 tahun
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Sumarji yang berusia 39 tahun

Imbar yang berusia 37 tahun

Yuni Anjarwati yang berusia 30 tahun

Maulana Mazidan yang berusia 21 tahun

Wartinah yang berusia 86 tahun

Dusun Kendayaanterdiri dari 5 orang yaitu:

Supriyanto yang berusia 32 tahun

Sutianah yang berusia 43 tahun

Erfan Cahyono yang berusia 22 tahun

Didik Kemal yang berusia 58 tahun

Dwi Adhi yang berusia 38 tahun

c. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dengan cara purposive

sampling, karena sesuai dengan apa yang ingin penulis dapatkan dari
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penelitian ini, dimana teknik ini dilakukan dengan cara memilih sempel
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dengan sengaja sesuai dengan kebutuhan penulis dalam melakukan
penelitian. Penulis juga menggunakan teknik degan cara simple random
sampling yang cara pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak

dan anggota populasi atau respondennya homogen.

G. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis, yang merupakan
proses pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis lalu
menggambarkan mengenai data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan di
lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan memberikan analisis.
Dengan teknik analisis data deskriptif ini diharapkan dapat menjelaskan

secara jelas mengenai pendaftaran kelahiran.

H. Definisi Operasional

a. Implementasi

Implementasi adalah penerapan atau pelaksaan suatu peraturan perundang-

undangan yang telah berlaku dalam masyarakat.

b. Administrasi Kependudukan
Administrasi Kependudukan adalah pencatatan dan pembukuan tentang
suatu Data Kependudukan untuk pengelolaan informasi Administrasi

Kependudukan.
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c. Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah catatan atau akta otentik yang dibuat oleh pegawai

_=
o
(g~

——
.
o —
—
o

N
L * e ]
o
e
ar
-

Kantor Catatan Sipil berupa catatan resmi tentang waktu dan tempat
kelahiran seseorang. Akta kelahiran berlaku seumur hidup bagi
pemegangnya serta memiliki kekutan pembuktian yang lengkap, dan dari

akta kelahiran dapat diketahui status kewarganegaraannya.

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah suatu lembaga yang
mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan selengkap-
lengkapnya dan sejelas-jelasnya serta memberikan kepastian hukum atas

peristiwa hukum seperti kelahiran, kematian, pengakuan anak, perkawinan.

BRAWIJAYA
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A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang adalah sebuah Kabupaten yang terletak di bagian
tengah Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.159,50 km. sebagian besar
wilayah  Kabupaten - Jombng merupakan dataran rendah, yakni 90%
wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 500 dibawah permukaan laut.

Secara umum Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 3 bagian®®:

Bagian Utara : Kabupaten Lamongan
Bagian Selatan . Kabupaten Kediri
Bagian Timur : Kabupaten Mojokerto
Bagian Barat : Kanupaten Nganjuk

Secara topografi, Kabupaten Jombang merupakan daerah pertanian karena
sector pertaian menyumbang 38,16% total Produk Domestik Regional Bruto.
Sedikitnya 42% lahan yang ada di Kabupaten Jombang digunakan sebagai
area persawahan. Letaknya dibagian tengah Kabupaten Jombang dengan

ketinggian 25-100 meter dibawah permukaan laut. Lokasi ini ditanami

% Data yang diperoleh dari Bapak Gatut Wijaya yang menjabat sebagai Sekretariat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 1 Maret 2016, di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.
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tanaman padi, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi
kayu. Dibagian utara sentra buah-buahan seperti mangga, pisang, nangka,

durian serta sirsak.
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Sedangkan iklim di Kabupaten Jombang khususnya curah hujan yang
terletak pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut mempunyai curah
hujan relatif rendah yakni berkisar antara 1750-2500 mm pertahun. Daerah
yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan laut, rata-
rata curah hujannya mencapai 2500 mm pertahunnya. Kabupaten Jombang

termasuk wilayah yang memiliki iklim tropis.
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Tabel 2.1

42

Pembagian Wilayah Kabupaten Jombang menurut Kecamatan, Luas

Wilayah dan Jumlah Desa

No. Kddnfvatsi Luas Wilayah Jumlah
(km?) desa/kelurahan
1 |Bandar Kedungmulyo 32,50 11
2 |Perak 29,05 13
3 |Gudo 34,39 18
4 ||Diwek 47,70 20
5 |INgoro 49,86 13
6 |Mojowarno 78,62 19
7 ||[Bareng 94,27 13
8 |Wonosalam 121,63 9
9 |Mojoagung 60,18 18
10 ||Sumobito 47,64 21
11 |Jogoroto 28,28 11
12 ||Peterongan 29,47 14
13 |[Jombang 36,40 20
14 (Megaluh 28,41 13
15 |[Tembelang 32,94 15
16 (Kesamben 51,72 14
17 ||[Kudu 77,75 11
18 |[Ngusikan 34,98 11
19 |Ploso 25,96 13
20 ||Kabuh 97,35 16
21 ||Plandaan 120,40 13

BRAWIJAYA
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2. Keadaan Demografi Kabupaten Jombang

Jumlah penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2015 adalah
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735.000.000 penduduk Laki-laki, 721.000.000 penduduk Perempuan dan
445.000.000 jumlah Kartu Keluarga. Jadi, jumlah penduduk Kabupaten
Jombang Laki-laki dan Perempuan adalah 1.455.953 jiwa Berikut adalah tabel
keadaan penduduk Kabupaten Jombang menurut Kecamatan dan Jenis
Kelamin®. Penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan kurang lebih
mencapai 55% dan yang tinggal pada daerah perbukitan kapur dan

pengunungan mayoritas penduduknya jarang.

=

¥ Data yang diperoleh dari Bapak Gatut Wijaya yang menjabat sebagai Sekretariat Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 1 Maret 2016, di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang
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Tabel 2.2
Keadaan Penduduk Kabupaten JombangMenurut Kecamatan dan Jenis
Kelamin
PENDUDUK AKHIR TAHUN MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
Jumlah Penduduk
Kecamatan Jumlah KK Sex Ratio
Laki-laki Perempuan Jumlah

Bandar Kedung Mulyo 16 944 28212 27 236 55 448 96.54
Perak 17 921 31592 31070 62 662 98.35
Gudo 19 343 31608 31615 63 223 100.02
Diwek 35638 61688 59 929 121 617 97.15
Ngoro 26 576 44523 43 486 88 009 97.67
Mojowarno 30 941 53 046 50 985 104 031 96.11
Bareng 18 856 31588 30 852 62 440 97.67
Wonosalam 12088 19 054 18 836 37890 98.86
Mojoagung 27 236 45 182 43 886 89 068 97.13
Sumobito 28 832 48019 46 469 94 488 96.77
Jogoroto 22093 39116 37946 77 062 97.01
Peterongan 21499 36 594 35649 72243 97.42
Jombang 49 249 79 244 79 596 158 840 100.44
Megaluh 14 285 22 259 22 042 44 301 99.03
Tembelang 18 637 29 744 29613 59 357 99.56
Kesamben 23 662 38450 37 600 76 050 97.79
Kudu 10 816 16 631 16 488 33119 99.14
Ngusikan 7388 11909 11 860 23 769 99.59
Ploso 14 166 23160 22594 45754 97.56
Kabuh 14525 22339 22 809 45 148 102.10
Plandaan 13836 20 765 20 669 41434 99.54
- Jumlah 445.000 735.000 721.000 1 455 953 98.160

Sumber : Data Primer, diolah, 2016
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3. Keadaan Ekonomi Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang memiliki sector pertanian, perkebunan, peternakan dan
perindustrian. Diantaranya 42% lahan di Kabupaten Jombang digunakan sebagai
area persawahan yaitu untuk menanam padi, jagung, ubi dan juga palawija.
Kabupaten Jombang juga memiliki perkebunan tebu, serat karung, kakao dan juga
kelapa memiliki total wilayah sebesar 20% di Kabupaten Jombang untuk
perkebunan. Peternakan di Kabupaten Jombang meliputi ayam petelur, ayam
pedaging, sapi potong, sapi perah dan lain-lain. Sektor industri yang dimiliki

adalah industri manufaktur.

4. Visi, Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jombang

Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan dimasa depan
yang ingin dicapai dengan melihat potensi kebutuhan Kabupaten. Visi ini
disusun dengan pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan pihak-pihak
yang berkepentingan seperti Pemerintah Kabupaten, Tokoh Masyarakat dan
Lembaga terkait. Maka Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

adalah:

“Menuju Jombang Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2018

Pada hakekatnya upaya Tertib Administrasi Kependudukan, bukansekadar

=

pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkandalam
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penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem dan konkrit. Artinya
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mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum
berfungsimelindungi, mengakui atau mengesahkanperistiwa pentingyang
dialami  penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karenadapat
memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-
hari.Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki manfaat bagi
pemegang dokumen kependudukan. Upaya tersebut, merupakan tugas Negara
atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib.

Misi yaitu memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Maka Misi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang adalah :

1. Menuju Jombang terti administrasi kependudukan tahun 2018.
2. Mengembangkan system pelayanan prima serta menumbuhkan kepedulian
dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi

kependudukan.

5. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang kependudukan dan
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pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kependudukan dan
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Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang mempunyai fungsi® :

a. Penyusunan pedoman pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi
kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan yang
terdiri dari kegiatan penataan, penertiban dan data kependudukan,

c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil.

d. Pelaksanaan pembinaan dan sosiliasi penyelenggaraan administrasi
kependudukan.

e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berkala kabupaten

f. Pengkoordinasian  pengawasan atas penyelenggaraan administrasi
kependudukan.

g. Penyususnan program dan kebijakan bidang administrasi kependudukan

h. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan rumah tangga.

I.  Pelaksanaan upaya-upaya peningkatan PAD.

J. Pemberian persetujuan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu
yang diberikan oleh Undang Undang.

k. Pengesahan (legalisisr) data kependudukan.

I. Pengesahan (legalisir) akta-akta catatan sipil.

=

0 Hasil wawancara dengan Bapak Gatut Wijaya yang menjabat sebagai sekretariat Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 1 Maret 2016
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3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jombang
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Adapun susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawabhi:
a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Kependudukan, membawabhi:

a. Seksi Pendaftaran Penduduk;

b. Seksi Pembinaan Administrasi Kependudukan;

c. Seksi Mobilitas Penduduk

4. Bidang Pelayanan Catatan Sipil, membawahi:

a. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan

Anak;

b. Seksi Perkawinan dan Perceraian

c. Seksi Penyimpanan dan Perubahan.
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5. Bidang Penyuluhan, Pengkajian dan Pengembangan, membawahi:

a. Seksi Data dan Informasi

b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Database

c. Seksi Analisis dan Evaluasi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

49
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Struktir Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jombang

BIDANG ‘PENCATATAN SIPL
KEPENDUDUKAN Ir. $RIWINR SIH
Ors. JOKD DI NIF. 19631012 139003 2 005
PRIMANTOND P,
KIP 49E8050F 199702 4

PEHOUDUK
MUFATTICHATUL
MA'RUFLH, 5H
HIP. 19720912 133301 2

SEKSI PEHDAFTARAH

SEKSI PEMBINA
ADMINISTRASI
KEPEHDUDUKAH

SEKSI KELEHIRAN DAN
KEMATIAN, PENGANGKATAM £
PENGAKUAN SHAK DAN
| PENGESAHAN ANAK
BEMNY ISKAND AR, SIP
NIPASTRT 192203 1 M4

M BAMBANG $UHARTONO,
5. 505 MM
HIF. 19690520 199302 1

SEKSI MOBILITAS
PEHDUDUK
Ir. 5RI RARASWATI
HIP. 19630911 199503
201

SEKSI PERKAWINAN DAN
PERCERAIAH

| HARTIYEH, §. Sos

HIF. 13630:517 195603 2 021

SEKSI PEHYIMPANHAH DA

PERUBA HAH
BOHASIR
HIP. 19630526 198503 1 007

SEKRETARIAT
GATUT WIAYA,
SH.M.Hum
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEUAHGAN PENYLSUNAN
MACHFUDZ,SIP.M.
SRI KUMTARI, < ) T
NIF. 19581222 LINTANG
PROBOMYATI, 5,505

BIDANG PENYULUHEN,
PENGKAJIAN DAN
PEMGEMBANGAN

TATIK SRIBERDIARIWATI,
SE

NIP. 19650523 199402 2 001

]

SEKSI DATA DAN
(NEORMAS)
LILIK HALILAH, 5 S0z
NIP. 1580325 198503
2006

SEKS| PEHGEMBAH GAN
DAH PEHGEL O AAH
DATA BASE
MUHARY N, 5H
NIP, 18861231 1866031
031

SEKSI AHALISA DAN

] EVALUASI
HESTI HERMAWANTI, SE
MIP. 19730109 199703 2

UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS

Sumber: Data Primer, diolah, 2016
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Dengan adanya bagan tersebut menunjukan bagaimana pendaftaran kelahiran

dilakukan, yaitu:
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a. Anak yang baru lahir mendapatkan surat keterangan dari Rumah Sakit

b. Surat Keterangan Lahir tersebut diserahkan kepada Kepala Desa atau Lurah

c. Mendapatkan form penambahan anggota Keluarga yang akan dicatatkan

kedalam Kartu Keluarga

d. Menyerahkan syarat-syarat kepada Seksi Kelahiran dan Kematian,
Pengangkatan/Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak berupa: Surat
Keterangan Lahir (aslhi), Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan (asli), Kartu
Keluarga yang telah ditambahkan anggota keluarganya (fotocopy), Kartu
Tanda Penduduk Orang Tua (fotocopy), Kartu Tanda Penduduk dua orang

saksi (fotocopy), Buku Nikah (fotocopy)

e. Diserahkan ke loket pendaftaran kemudian dimasukan kedalam Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan akan disetujui oleh Kepala
Seksi Kelahiran bersama dengan akta kelahiran akan divalidasi oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersamaan dengan buku register

yang dicatatkan kembali.

f. Salinan akta disampaikan ke loket dengan berkas pengajuan dan dapat diambil

oleh yang mengajukan pendaftaran kelahiran.
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4. Kondisi Geografis Desa Darurejo
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Secara Geografis Desa : Darurejo
Kecamatan : Plandaan
Kabupaten : Jombang

Terdiri dari 5 Dusun, yaitu : Dusun Tempel, Dusun Klagen, Dusun Ngulaan,

Dusun Kendayan, Dusun Kalirejo.

Desa Darurejo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Desa Mangunan Kecamatan Kabuh
Sebelah Timur : Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan
Sebelah Selatan : Desa Plabuhan Kecamatan Plandaan
Sebelah Barat . Desa Sumberejo Kecamatan Plandaan

BRAWIJAYA
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Gambar 1.1

Peta Lokasi Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang yang

terdiri dari 5 Dusun
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= :Jalan Kecamatan 0 : RumahTangga kayva
: JalanUtamaDesa | ¥ Persawahan

Sumber data primer, diolah, 2016

Desa Darurejo memiliki kode administrasi desa 415.61.04 dan luas wilayah
Desa Darurejo adalah 596,805 Ha. Luas tanah pertaniannya 506,805 Ha. Jadi,
mayoritas penduduk Desa Darurejo ini adalah petani karena sebagian besar

wilayahnya diperuntukan untuk sawah.
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5. Kondisi Demografis Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten

Jombang
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Secara demografis jumlah penduduk Desa Darurejo Kecamatan Plandaan

Kabupaten Jombang adalah®* :

Laki-laki : 2996 jiwa
Perempuan : 3297 jiwa
Jumlah 6293 jiwa

Tabel 2.3

Kelompok Usia Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten

Jombang
Usia dibawah 5 tahun 922 jiwa
Usia 5-12 tahun 1485 jiwa
Usia 13-18 tahun 1171 jiwa
Usia 19-50 tahun 1954 jiwa
Usia diatas 50 tahun 741 jiwa

Data Primer, diolah, 2016

L Hasil wawancara dengan Umar Wahyudi Lurah Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten
Jombang pada tanggal 3 Maret 2016
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6. Keadaan Ekonomi Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten

Jombang

Seluas 85% wilayah Desa Darurejo Kecamtan Plandaan Kabupaten Jombang
digunakan sebagai lahan pertanian dan mayoritas masyarakat Desa Darurejo
adalah petani dan buruh tani. Tanaman yang ditanam pada sawah sebagian

besar adalah jagung, padi, palawija dan ubi.

Tabel 2.4

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan

Kabupaten Jombang

Pekerjaan Jumlah
Buruh Tani 1946
Petani 2135
Wiraswasta 375
TNI/Polri 8
Pensiunan 9
PNS 26

Data Primer, diolah, 2016

7. Visi, Misi Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisi

cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refeksi dan
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proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen

pemangku kepentingan. Bersama dengan penetapan RPJM-Desa Darurejo
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dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Darurejo

“Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa
Darurejo Berbasis Potensi Unggulan Pertanian Menuju Masyarakat

Adil, Makmur dan Sejahtera.”

Untuk meraih Visi Desa Darurejo seperti yang sudah dijabarkan, dengan
mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal,

maka disusunlah Misi Desa Darurejo sebagai berikut.

a. Mengembangkan penguatan kelembagaan petani dan mengembangkan

akses pemasaran produksi pertanian unggulan.

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengenali, menganalisis
sekaligus mencari pemecah terhadap masalah-masalah prioritas
pembangunan desa, terutama dibidang fisik prasarana, ekonomi dan

sosial budaya.

BRAWIJAYA
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5. Struktur Organisasi Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten

Jombang
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Bagan 1.2

Struktur Organisasi Desa Darurejo Kecamatan Plandaan

Kabupaten Jombang

Badan | Kepala Desa
Pengawas Desa Umar Wahyudi
Sekretaris
Desa
Kadus Tempel Kadus Klagen Kadus Ngulaan
Sundari Sri Hartatik Sujiono
Kadus Kalirejo Kadus Kendayaan
Andik Santoso Suwaji
Staf Pemerintahan Staf Umum Staf Kesra
Dwi Wahyudi Mohamad Bin Saiful Amin

Data Primer, diolah, 2016
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B. Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
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Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pendaftaran Kelahiran

di Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang

Penulis menggunakan teori efektivitas untuk menganalisis pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk
mengetahui apakah pasal tersebut telah sepenuhnya terealisasi dalam
kehidupan - bermasyarakat mengingat pentingnya akta kelahiran untuk
kedudukan hukum seseorang. Menurut Soerjono Sukanto mengemukakan
teorinya agar hukum dapat berfungsi dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh

paling sedikitnya empat faktor sebagai berikut:*?

a. Hukum atau peraturan itu sendiri

b. Petugas yang menegakannya

c. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum

d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut

Menurut teori Soerjono Sukanto tersebut yang dimaksudkan hukum atau
peraturan itu sendiri adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai administrasi kependudukan khususnya pada akta kelahiran. Aturan
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“2 Soerjono Sukanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni, Bandung, 1979,
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yang mengatur mengenai akta kelahiran memang sudah cukup memahami
kepentingan masyarakat dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XI1/2013 mengenai pendaftaran kelahiran yang
melebihi 60 hari tidak perlu mengurus di Pengadilan Negeri namun cukup
melaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat. Namun, dengan demikian
pelaksanaan mengenai saksi lahir dirasa cukup sulit jika yang ingin
mendaftarkan kelahiran sudah berusia lebih dari 20 tahun karena saksi lahir
yang dimaksud sulit untuk memberikan keterangan serta diminta
fotocopyKartu Tanda Penduduk karena banyak faktor. Misalnya, seseorang
yang ingin melaporkan kelahirannya sudah pindah ke daerah yang lain, saksi
lahir telah meninggal dunia, dan sebagainya. Hal ini dirasa menyulitkan
masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran yang dibutuhkan pada masa

sekarang ini.

Petugas yang menegakannya yaitu Instansi Pelaksana dalam pembuatan
akta kelahiran yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Instansi
Pelaksana dalam penerapannya membuat akta kelahiran tentu memiliki
hambatan-hambatan sehingga sulit untuk melaksanakan aturan perundang-
undangan yang telah berlaku. Hambatan tersebut bisa terjadi terhadap Sumber
Daya Manusia yang ada didalamnya, tugas dan kewenangan yang tidak
berjalan sebagaimana mestinya, kurangnya kesadaran antar bidang sehingga

menghambat kinerja dan pelaksanaan pembuatan akta kelahiran. Faktor



L

.dC.l

ub

L

repository

=

UNIVERSITA

N
=
S
.

60

tersebut dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan peraturan perundang-

undangan.

Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum yaitu fasilitas
yang disediakan oleh instasi pelaksana untuk memudahkan masyarakat dalam
pengurusan administrasi kependudukan Khususnya akta kelahiran. Fasilitas
yang diberikan dapat berupa pendaftaran onlinesehingga masyarakat tidak
perlu mengantri di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
mendaftarkan akta kelahiran namun masyarakat hanya perlu mengantri untuk
mengambil akta kelahiran yang telah selesai dibuat salinan aktanya. Hal ini
dapat mendukung  pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan

memudahkan masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran.

Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut, sudah
terbukti pada data yang telah diperoleh penulis mengenai banyaknya
masyarakat Kabupaten Jombang yang tidak memiliki akta kelahiran. Hal ini
dikarenakan masyarakat tidak memiliki rasa tertib administrasi dan sadar
hukum mengenai pentingnya akta kelahiran, maka dengan demikian
diperlukannya sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran agar
masyarakat memahami betapa akta kelahiran sangat dibutuhkan dalam
menjalankan kehidupan sehari-hari seperti untuk mendaftar sekolah,

pengurusan passport, melamar pekerjaan dan lain sebagainya.
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Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa:

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi
Pelaksanaan setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran

Kelahiran merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan yang harus
dicatatkan pada instansi pelaksana untuk mendapatkan jaminan hukum serta
pengakuan bahwa orang tersebut adalah benar-benar warga Negara Republik
Indonesia. Tidak semua warga Desa Darurejo Kecamatan Plandaan
Kabupaten Jombang mengerti akan peraturan mengenaikewajiban melaporkan
peristiwa kelahiran kepada Instansi Pelaksanaan setempat. Hal ini dibuktikan
dengan data yang diperoleh penulis mengenai kepemilikan akta kelahiran
masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang yang
dimana dari jumlah penduduk yaitu 6293, + 2013 penduduk tidak memiliki
akta kelahiran yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada
hakikatnya akta kelahiran sangatlah penting untuk kehidupan di masa
sekarang ini. Akta kelahiran digunakan sebagai dokumen yang menunjang
kehidupan, seperti untuk mendaftar sekolah, melamar pekerjaan dan

sebagainya.
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1. Pembuatan Akta Kelahiran Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di wilayah Desa

Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang

Menurut prosedur yang ada, pembuatan akta kelahiran tidaklah sulit seperti
yang di nilai oleh masyarakat. Masyarakat juga tidak perlu membayar biaya
administrasi pengurusan akta menurut Peraturan Bupati Jombang Nomor 10
Tahun 2004 Tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Catatan Sipil. Untuk
memperoleh akta kelahiran haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah

ditentukan, yaitu diantaranya® :

a. Mengisi formulir pendaftaran;

b. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua;

c. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan nama yang dimohonkan
akta harus sudah masuk pada Kartu Keluarga (KK);

d. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang saksi
dalam satu desa dengan orang tua,;

e. Melampirkan Surat Keterangan Kelahiran asli dari Dokter / Bidan /
Rumah Sakit / Puskesmas;

f. Melampirkan Surat Keterangan Kelahiran asli dari Kepala Desa / Lurah;

“ Hasil wawancara dengan Bapak Gatut Wijaya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

<C
2
= g
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g. Melampirkan surat pernyataan pertolongan persalinan apabila yang telah
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dewasa dan tidak mempunyai keterangan kelahiran dari medis;

h. Melampirkan foto copy Akta Nikah / Akta Perkawinan yang dilegalisir :

Apabila tidak ada Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua, harus

melampirkan surat keterangan status tidak menikah dari kepala Desa / Lurah;

Apabila Orang tua Warga Negara Asing, harus melampirkan dokumen

keimigrasian (paspor);

Apabila Anak tidak diketahui asal — usulnya, harus melampirkan Berita

Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;

Apabila Orang tua sudah meninggal dunia, harus melampirkan Akta

Kematian / Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa / Lurah

Apabila Orang tua belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena
belum menikah dan belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, harus melampirkan

Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran
dan masyarakat Kabupaten Jombang yang sengaja tidak mengurus akta
kelahiran dikarenakan pemahaman yang rumit mengenai kepengurusan akta.

Maka, berikut adalah data yang menujukan bahwa masih banyaknya
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diwajibkan oleh pasal 27(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi  Kependudukan khusunya usia 0-18 tahun pertanggal 31

Desember 2015.
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Tabel 2.4

Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang Memiliki dan Tidak Memiliki Akta
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Kelahiran
Jumlah Anak Memiliki Akta Tidak Memiliki
No. Kecamatan
0-18 Tahun Jumlah % Jumlah %

1 Perak 18,340 9,161 49.95 9,179 50.05
2 Gudo 16,658 7,930 47.6 8,728 52.40
3 Ngoro 24,507 11,971 48.85 12,536 51.15
4 Bareng 17,813 8,329 46.76 9,484 53.24
5 Wonosalam 10,267 5,621 54.75 4,646 45.25
6 Mojoagung 25,320 11,782 46.53 13,538 53.47
7 Mojowarno 29,514 13,067 44.27 16,447 55.73
8 Diwek 34,187 15,591 45.61 18,596 54.39
9 Jombang 41,908 20,201 48.2 21,707 51.80
10 Peterongan 20,690 10,842 52.4 9,848 47.60
11 Sumombito 26,353 12,210 46.33 14,143 53.67
12 Kesamben 20,115 11,055 54.96 9,060 45.04
13 Tembelang 16,002 9,315 58.21 6,687 41.79
14 Ploso 12,015 6,453 53.71 5,562 46.29
15 Plandaan 9,450 4,102 43.41 5,348 56.59
16 Kabuh 10,697 5,611 52.45 5,086 47.55
17 Kudu 8,560 4,946 57.78 3,614 42.22
18 Bandarkedungmulyo 15,300 6,546 42.78 8,754 57.22
19 Jogoroto 22,389 8,640 38.59 13,749 61.41
20 Megaluh 11,515 5,222 45.35 6,293 54.65
21 Ngusikan 6,360 3,985 62.66 2,375 37.34
Jumlah 387,960 193,000 48,39 205,380 51,61

Data Primer, diolah, 2016
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Berdasarkan tabel kepemilikan akta kelahiran kelompok umur 0-18 tahun
pertanggal 31 Desember 2015 Kabupaten Jombang maka dapat disimpulkan
bahwa masyarakat Kabupaten Jombang yang tidak memiliki akta kelahiran
dari usia O sampai 18 tahun adalah 51,61% dari jumlah keseluruhan yaitu
397.960.

Sama halnya dengan Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten
Jombang, juga banyak masyarakatnya yang tidak memiliki akta kelahiran.
Lurah Desa Darurejo Kecamatan Plandaan menyebutkan bahwa total
masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran adalah + 2013 jiwa dari 6293
jiwa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Darurejo
Kecamatan Plandaan tidak tertib administrasi dan tidak sadar hukum. Pada era
zaman pada saat ini, akta kelahiran sangatlah penting untuk menjalankan
kehidupan sehari-hari, untuk mendapatkan pengakuan dari Negara, mendapat
jaminan hukum. Perlu adanya beberapa upaya yang dilakukan pemerintah
dalam menangani masalah yang terjadi dan untuk menjadikan masyarakat
Kabupaten Jombang khususnya Desa Darurejo Kecamatan Plandaan tertib

administrasi sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

Keadaan Peristiwa yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang belum
sepenuhnya melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil karena belum semua tugas pokok dan fungsi dilaksanakan
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dengan baik. Salah satu bentuk kegiatan dari Dinas Kependudukan dan
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Pencatatan Sipil adalah peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat
Kabupaten Jombang yang produk-produk —Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil ditangani dengan mudah, antara lain** :

a. Penyelesaian Akta-akta Pencatatan Sipil secara mudah, murah dan tepat
waktu ;

b. Pelayanan Mutasi Penduduk antar Kabupaten/Propinsi ;

c. Pelayanan KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk ;

d. Pelayanan Pencatatan sipil kepada penduduk melalui kegiatan :

1)  Kegiatan Program akta gratis kepada penduduk.

2) Kegiatan program pelayanan akta melalui program
Dispensasiberdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010
Tanggal 24 Juli
20009.

Seperti yang dijelaskan diatas, penyelesaian akta-akta memang mudah
tidak dipungut biaya apapun menurut Peraturan Bupati Jombang Nomor 10
Tahun 2004 Tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Catatan Sipil, tetapi
pada urusan waktu memang pembuatan akta kelahiran ini dirasa tidak
menentu pembuatannya. Hal ini di ungkapkan oleh warga Dusun Ngulaan

Desa Darurejo Kecamatan Plandaan yang berusia 37 tahun yang mengurus
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* Hasil wawancara dengan Bapak Gatut Wijaya pada tanggal 1 Maret 2016
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akta kelahiran untuk anaknya namun akta kelahiran tersebut tidak lekas
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selesai pembuatannya.

Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang
Dispensasi  kepengurusan akta kelahiran maka masyarakat Kabupaten
Jombang yang sejak lahir tidak memiliki akta kelahiran atau pecatatan akta
kelahirannya terlambat melebihi batas waktu yang ditentukan maka
masyarakat tersebut dimudahkan kepengurusan akta kelahirannya dengan
membawa syarat-syarat yang telah ditentukan dan tentu saja pembuatan akta

kelahiran tersebut tanpa dipungut biaya apapun.

C. Faktor Penyebab Masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan
Kabupaten Jombang tidak mengurus akta kelahiran menurut pasal 27
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan

Akta kelahiran merupakan suatu dokumen penting yang berguna untuk
menjalankan kehidupan sehari-hari pada masa sekarang ini dan akta
kelahiran juga berfungsi untuk mendapatkan pengakuan terhadap Negara.
Pada masa sekarang ini masih banyak masyarakat khususnya Desa Darurejo
Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang yang tidak memiliki akta
kelahiran, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Darurejo

tidak mengurus akta kelahiran seperti yang dikatakan oleh Sutianah warga
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Dusun Kendayaan Desa Darurejo yang tidak mengurus akta kelahirannya
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sampal saat ini karena akta kelahiran dianggapnya tidak terlalu penting
karena tidak membutuhkan akta kelahiran sebagaimana mestinya. Berikut
adalah  beberapa = faktor-faktor penyebab mengapa seseorang = tidak
mendaftarkan kelahirannya menurut pasl 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor
24 TAhun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

1. Faktor dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dirasa menjadi

alasan mengapa banyak orang yang tidak memiliki akta kelahiran:

a. Kurang optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangani
masalah kepengurusan akta kelahiran yakni Pejabat Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang kurang tanggap dalam
menangani upaya akta kelahiran seperti tidak ada pemberitahuan tertulis
mengenai syarat-Syarat apa saja yang diperlukan dalam pembuatan akta
kelahiran yang menyebabkan masyarakat bingung mengenai persyaratan
yang dibutuhkan. Masalah yang selanjutnya adalah tidak tepatnya waktu
dalam pembuatan akta kelahiran, setelah semua syarat-syarat terpenuhi
Pejabat Dinas Kependudukan mengatakan bahwa akta kelahiran akan jadi
pada hari dan tanggal yang telah disebutkan namun pada kenyataannya
pada hari dan tanggal yang telah disebutkan akta kelahiran tersebut belum
selesai pengkerjaannya hal ini disebabkan karena kurangnya Sumber Daya
Manusia pada Dinas Kenpendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jombang.
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b. Kurangnya peningkatan pelayanan publik seperti sederhana yang
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dimaksudkan adalah berkas dan tahapan yang harus dilakukan dalam
pengurusan akta kelahiran, pasti dan jelas berkas apa yang harus disiapkan

dan tahapan yang dilakukan oleh pendaftar kelahiran tersebut.

c. Dalam melakukan perencanaan atau upaya untuk mengatasi banyaknya
masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran sekretariat dan bidang-
bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggap lemah dalam
berkoordinasi dan masih adanya ego sektoral dalam mewujudkan visi dan

misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Kurang aktifnya tim teknis dalam penyusunan dokumen yang telah
didapatkan dilapangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya Sumber
Daya Manusia yang menguasai dalam bidang yang dibutuhkan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

e. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap hasil kerja yang telah
dilaksanakan tidak dianggap terlalu serius dan tidak memikirkan solusi
yang tepat bagaimana agar tidak terjadi hal dan agar lebih optimal lagi

dalam menjalankan tugas masing-masing pada tiap bidangnya.

f. Adanya kegiatan koordinasi penelitian yang dilakukan diluar anggaran
dan jadwal yang telah ditetapkan yang menyebabkan berkurangnya

alokasi anggaran.
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g. Keterbatasan pengawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Kabupaten Jombang yang menyebabkan ketidak optimalan dalam

menjalankan program dan kegiatan yang telah di rencanakan.

2. Faktor dari Subtansi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di
masyarakat yang menjadi faktor penyebab masyarakat Desa Darurejo

Kecamatan Plandaan tidak mengurus akta kelahiran:

a. Tidak adanya sanksi yang tertulis pada peraturan perundang-undangan
jika seseorang tidak mencatatkan kelahirannya, seharusnya peraturan
perundang-undangan atau Peraturan Daerah memiliki aturan mengenai
tertib administrasi yang berisikan sanksi administrasi jika seseorang
tidak memiliki akta kelahiran agar terciptanya tertib administrasi dan

sadar hukum

b. Harus turut sertanya saksi kelahiran yang terjadi untuk memperoleh
akta kelahiran. Jika kelahiran yang telah lama tidak dicatatatkan
menjadiakan sulitnya mencari saksi lahir dan banyaknya hambatan

dalam mencari saksi lahir.

3. Faktor dari masyarakat itu sendiri yaitu masyarakat Desa Darurejo
Kecamatan Plandaan yang tidak mencatatkan kelahirannya menurut pasal
27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Administrasi
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a. Faktor usia, warga Dusun Tempel Desa Darurejo yang berusia 81
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tahun mengaku tidak mengurus akta kelahiran dikarenakan usianya
sudah terlalu tua dan dirasa tidak membutuhkan akta kelahiran untuk
menjalankan kehidupan sehari-harinya, dan masyarakat tidak dapat
menjangkau kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dikarenakan terlalu jauh jaraknya dari Desa Darurejo Kecamatan

Plandaan Kabupaten Jombang.*

b.  Memiliki pandangan bahwa akta kelahiran tidak terlalu penting,
menurut hasil wawancara dengan warga Desa Darurejo mengatakan
bahwa anaknya tidak memiliki akta kelahiran karena mereka
beranggapan bahwa akta kelahiran tidak terlalu dibutuhkan untuk
kehidupan sehari-hari, untuk mendaftar sekolah di daerah Desa
Darurejo juga tidak diminta akta kelahiran untuk syarat masuk
sekolah. Masyarakat Desa Darurejo yang tidak memiliki akta kelahiran
rata-rata hanya bersekolah sampai pada jenjang SMP saja yang
selanjutnya langsung bekerja jadi memang menurut masyarakat Desa

Darurejo akta kelahiran dirasa tidak terlalu penting.*®

> Hasil wawancara dengan Parman, Supatun, Subut, Satya, Hasan, Sriatin, Yayuk, Wartinah,
Didik yang merupakan warga Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang pada 6 Maret
2016di Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

*® Menurut hasil wawancara dengan Seftian, Suyatno, Ika, Marilah, Yusub, Neisa, Meyka, Sumarji,
Imbar, Yuni, Maulana, Supriyanto, Sutinah, Erfan, Dwi yang merupakan warga Desa Darurejo
Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang pada tanggal 7 Maret 2016 di Desa Darurejo Kecamatan
Plandaan Kabupaten Jombang.
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c. Bagi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah

kepengurusan akta kelahiran prosesnya dianggap terlalu rumit karena
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kurangnya pengertian mengenai bagaimana cara kepengurusan akta
kelahiran dan syarat-syarat apas aja yang harus dipenuhi dalam

pengurusan akta kelahiran.

d. Desa Darurejo merupakan Desa yang letaknya jauh dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyebabkan masyarakat
Desa Darurejo tidak mengurus akta kelahiran yang dirasa terlalu jauh

untuk dijangkau.*’

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi mengapa masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan
Kabupaten Jombang tidak mengurus akta kelahiran disebabkan oleh faktor
yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipili Kabupaten
Jombang itu sendiri dan masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan
Kabupaten Jombang yang kurang memiliki rasa tertib administrasi dan

kesadaran hukum.
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" Hasil wawancara dengan Umar Wahyudi yang menjabat sebagai Kepala Desa Darurejo
Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang pada tanggal 3 Maret 2016 di Balai Desa Darurejo
Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.
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D. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

dalam Menangani Masalah Pendaftaran Kelahiran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan upaya dalam
menangani masalah pendaftaran kelahiran agar terciptanya tertib administrasi
dan sadar hukum. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana adalah dengan cara:

Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya akta
kelahiran, manfaat jika mencatatkan peristiwa penting Kkhususnya
kelahiran yang jika di laporkan akan mendapatkan akta otentik berupa
akta kelahiran serta untuk mendapat pengakuan dari Negara bahwa orang
tersebut adalah benar-benar warga Negara Indonesia karena akta kelahiran
diakui secara internasional dan menjamin kedudukan hukum seseorang

tersebut didalam kehidupan bermasyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan program
jemput bola, yaitu Dinas Kependudukan pada kurun beberapa hari turun
langsung ke Desa untuk memberikan pelayanan administrasi khususnya
untuk pembuatan akta kelahiran yang dapat langsung diberikan kepada
masyarakat pada saat itu juga dengan memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan. Layanan jemput bola yang dilakukan oleh  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang rutin dilakukan

setiap 1(satu) tahun sekali pada tiap kecamatan yang ada di Jombang. Hal
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ini dilakukan untuk meningkatkan rasa kesadaran masyarakat akan
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pentingnya akta kelahiran.

3. Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki aturan yang tertulis pada
Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pembebasan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda
Penduduk (KTP), dan Akta Catatan Sipil. Pembuatan akta kelahiran di
Kabupaten Jombang tidak dikenakan biaya administrasi, ini adalah salah
satu upaya pemerintah untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
tertib administrasi dan sadar hukum. Masyarakat Kabupaten Jombang
khususnya Desa Darurejo Kecamatan Plandaan tidak perlu resah mengenai
biaya yang dihabiskan untuk pembuatan akta kelahiran karena telah adanya

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tersebut.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkerjasama dengan pihak
Rumah Sakit atau Klinik yang ada di Kabupaten Jombang untuk proses
kelahiran seseorang langsung mendapatkan surat keterangan lahir guna
memudahkan dalam pendaftaran kelahiran. Dengan demikian masyarakat
Kabupaten Jombang tidak perlu meminta surat keterangan lahir dari Rumah

Sakit.

Upaya yang disebutkan diatas telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan akan terus melaksanakan
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program untuk menciptakan tertib administrasi sesuai dengan visi dan misi
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yang telah disebutkan. Bersamanya dengan upaya yang telah dilaksanakan,

instansi  pelaksana Kabupaten Jombang kedepannya akan melaksanakan
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pendaftaran administrasi kependudukan secara online yang memudahkan
masyarakat ~ Kabupaten = Jombang dalam = mencatatkan = dokumen

kependudukannya.
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan pendaftaran kelahiran yang

diangkat penulis dalam skripsi ini, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan belum dapat dilaksanakan dengan baik karena
masih banyaknya masyarakat Kabupaten Jombang khususnya Desa Darurejo

Kecamatan Plandaan yang tidak memiliki akta kelahiran.

2. Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan
Kabupaten Jombang tidak mengurus akta kelahiran adalah faktor yang berasal
dari subtansi peraturan perundang-undangan, struktur dan Kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang serta faktor yang
berasal dari masyarakat itu sendiri yang tidak memiliki rasa tertib administrasi
dan kesadaran hukum. Faktor lain adalah masyarakat Desa Darurejo
Kecamatan Plandaan tidak mengerti kegunaan akta kelahiran dan pentingnya

akta kelahiran untuk menjalankan kehidupan dimasa sekarang.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
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menangani masalah pendaftaran kelahiran dirasa sudah cukup baik karena
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dalam melakukan upayanya terbukti respon masyrakat dalam sosialisasi dan
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layanan jemput bola tersebut telah berhasil dilaksanakan.

B. SARAN

Hal-hal yang direkomendasikan untuk pihak-pihak yang bersangkutan bagi

penulisan ini adalah:

1. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan:

a. Dalam ketentuan Undang-Undang mengenai Administrasi Kependudukan
perlu adanya pengkajian ulang dan melakukan penyempuraan peraturan
perundang-undangan terhadap harus adanya saksi terhadap pencatatan akta

kelahiran yang dirasa menyulitkan masyarakat.

b. Membuat sanksi yang tertulis berupa sanksi administrasi bagi seseorang
yang tidak mencatatkan kelahirannya sesuai dengan pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan agar

terciptanya tertib administrasi dan menimbulkan efek jera.

2. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

a. Dalam menjalakan upaya yang dilakukan sebaiknya Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang melakukan pelayanan jemput bola

setiap 6 (enam) bulan sekali bukan setahun sekali sebagai upaya
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pengawasan terhadap tertib administrasi.
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b. Melakukan pelaporan, evaluasi, dan pengawasan terhadap hasil kerja yang
telah dilaksanakan dan menentukan jalan keluar yang akan diambil untuk

mengatasi permasalahan yang menghambat kinerja Dinas Kependudukan
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dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

c. Meningkatkan pelayanan publik sesederhana mungkin agar masyarakat
mudah mengerti persyaratan dan tahapan yang akan dilakukan untuk

mendaftarkan kelahiran.

3. Bagi Kepala Desa/lLurah Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten

Jombang

Lebih memperhatikan kembali masyarakat yang mengalami peristiwa
kependudukan khususnya kelahiran agar segera melaporkan kepada instansi
pelaksana karena Lurah merupakan tokoh yang paling dekat dengan

masyarakat yang mengalami peristiwa kependudukan.3. Bagi Masyarakat:

4. Bagi Masyarakat:

Diperlukan adanya sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran, tata cara
pembuatan akta kelahiran serta syarat apa Saja yang dibutuhkan dalam
pembuatan akta kelahiran. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat menyadari
betapa pentingnya akta kelahiran bagi kehidupan di masa sekarang dan

mempunyai rasa tertib administrasi serta kesadaran hukum.
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